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ABSTRAK 

Musfia Asfah Nurdini 

NIM. 1617302034 

 

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) 

Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto 

 

 Putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal yaitu kematian, 

perceraian dan putusan Pengadilan. Talak adalah salah satu sebab berakhirnya 

ikatan perkawinan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu yang 

dilakukan oleh suami. Salah satunya adalah yang terjadi di Pengadilan Agama 

Temanggung, yaitu perceraian yang disebabkan karena campur tangan pihak lain 

dalam suatu rumah tangga. Rumah tangga yang seharusnya dibina oleh suami 

istri malah berakhir dengan perceraian. Dalam perkara Nomor: 

1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg, istri merasa keberatan diceraikan akan tetapi suami 

tetap akan menceraikannya. Oleh karena itu, istri mengajukan gugatan 

rekonvensi sebagai upaya dirinya mencari keadilan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan 

(library research). Metode pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis 

normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. 

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi. 

Metode analisis data yang bersifat kualitatif yakni dengan cara mereduksi data, 

menyajikan data dan menarik kesimpulan.  

 Hasil penelitian menunjukan bahwa majelis hakim mengabulkan 

permohonan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya karena rumah 

tangga tidak lagi bisa dipertahankan. Majelis hakim juga pada pemeriksaan 

perkaranya tidak ditemukanya unsur nusyuz istri kepada suami sehingga 

mengabulkan  gugatan rekonvensi istri yang salah satunya adalah mengenai 

nafkah lampau karena selama berpisah yakni 12 bulan suami tidak memberi 

nafkah kepada istri dan anaknya sehingga gugatannya dikabulkan, hak asuh anak 

yang juga jatuh kepada penggugat rekonvensi melalui pertimbangan banyak hal 

salah satunya karena anak belum mumayyiz.  

 

 

 

Kata kunci: Pertimbangan Hakim, Talak, Gugatan Rekonvensi. 
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MOTTO 

 

 

“Make your marriage more awesome than your wedding day” 

 

 

-Jesse Meester - 
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PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 

tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi 

berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 ṡa ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad aḍal de (dengan titik di bawah) ض
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 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain …. ‘…. koma terbalik keatas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 hamzah ' Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal 

1) Vokal tunggal (monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 ḍamah U U 

 

  َ 

  َ   َ 
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Contoh: َََكَتب -kataba   َيذَْهَب - yażhabu 

ئلََِ   fa‘ala- فعََلََ    su'ila – س 

2) Vokal rangkap (diftong)  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf 
Nama 

 Fatḥah dan ya Ai a dan i يْ 

 Fatḥah dan وْ 

wawu 

Au a dan u 

  

Contoh: َْف لَْ   kaifa - كَي   haula – هَو 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 

 fatḥah dan alif ...ا…
 

Ā 
a dan garis di 

atas 

 .…يْ 

 Kasrah dan ya 
 

Ī 
i dan garis di 

atas 

 

وْ-----  
ḍamah dan 

wawu 

 

Ū 
u dan garis di 

atas 

Contoh: 

 qīla - قيِْلََ   qāla - قاَلََ

 yaqūlu – يقول   ramā -رَمى

4. Ta Marbūṭah 

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua: 

  َ 

  َ  َ  

  َ    َ  
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1) Ta marbūṭah hidup 

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakatfatḥah, kasrah dan 

ḍammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbūṭah mati 

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbūṭah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

contoh: 

 Rauḍah al-Aṭfāl روضةَالأَطفال

 al-Madīnah al-Munawwarah المدينةَالمنورة

 Ṭalḥah طلحة

 

5. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā -ربنّاَ

ل  nazzala –نزَّ
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6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung atau hubung. 

Contoh: 

 al-rajulu - الرجل

 al-qalamu -   القلم

 

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu 

terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 
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Contoh: 

Hamzah di awal اكل Akala 

Hamzah di tengah تأخذون ta’khuz|ūna 

Hamzah di akhir َّوءالن  an-nau’u 

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. 

Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah 

lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan 

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; 

bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih 

penulisan kata ini dengan perkata. 

Contoh: 

نوانَاللهَلهوَخيرالرازقي  :  wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn 

 fa aufū al-kaila waal-mīzan :              فاوفواَالكيلَوالميزان

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang. 

Contoh: 

 .Wa māMuḥammadun illā rasūl ومامحدَالاَرسوَل

 Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn ولقدَراهَبالافقَالمبين
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fitrah manusia yang hidup di dunia adalah hidup berdampingan 

dengan sesamanya. Mungkin ada banyak manusia yang lebih memilih 

hidup sendiri, tetapi pasti pada suatu waktu ia akan merasa membutuhkan 

orang lain dalam hidupnya. Karena begitu sempurnanya syariat islam, 

maka Allah juga memberi pasangan bagi setiap  hamba-Nya dan 

menganjurkan mereka untuk terikat dalam suatu pernikahan. 

Menurut bahasa az-zawaj (perkawinan) diartikan sebagai pasangan 

atau jodoh,   misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah 

dalam Q.Sat-Takwir ayat 7  

جَتْ  ِ   وَاِذَا النُّفُوسُ زُو 

“Dan ketika jiwa-jiwa itu berpasang-pasangan.”  

Secara umum, arti zawaj adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan 

yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi  manusia dan 

menurut syara’ adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini 

bukanlah tujuan perkawinan yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan 

yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, 

dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena 

kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan 

suami istri sebagai tempat  peristirahatan di saat-saat lelah dan resah, 

keduanya dapat melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya 
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sebagai suami istri. Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari 

itu, yaitu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka. Definisi 

zawaj berikut ini lebih mengakomodasi nilai-nilai tujuan tersebut, yaitu 

suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki 

dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing.1  

Perkawinan adalah hubungan hukum yang sakral untuk menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Adanya perkawinan seharusnya 

mampu memperkuat agama, dan memberikan jaminan terhadap harta dan 

keturunan, bukan sebaliknya, justru merusak agama, jiwa dan akal, yang 

berkibat pada rusaknya keturunan. Oleh karena itulah, negara wajib hadir 

untuk memberikan pengaturan (regulasi) dan juga memberikan kepastian 

hukum melalui pencatatan perkawinan.2 

Hak dan kewajiban antar suami istri ini harus berjalan seimbang 

sehingga mampu menjaga ketentraman hidup berumah tangga. Suami 

harus mejalankan kewajibannya lalu kemudian akan mendapat haknya, 

begitu juga sebaliknya. Karena bagaimanapun, kehidupan rumah tangga 

adalah perpaduan hubungan antara suami dan istri, yang mana mereka 

pasti menginginkan sebuah ketentraman ketika hidup bersama, dan 

keutuhan dan ketentraman rumah tangga dapat dicapai salah satunya yaitu 

dengan mengerti, mengetahui dan melaksanakan kewajibannya masing-

masing. 

                                                           
1 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, 

(Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 36-37. 
2 Daud Rismana, dkk, “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, Humani 

(Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 144-145. 
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Pada pasal 80 KHI telah disebutkan kewajiban seorang suami, 

yaitu3:  

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan 

tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 

diputuskan oleh suami istri bersama 

2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya 

3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan 

kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi 

agama, nusa dan bangsa 

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung 

a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri 

b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 

istri dan anak 

c. Biaya pendidikan bagi anak 

5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf 

a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 

istrinya 

6.  Istri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya 

sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b 

7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri 

nusyuz 

                                                           
3 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga, (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 89. 
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Selanjutnya, kewajiban seorang istri dalam perkawinan disebutkan 

pada pasal 83 KHI, yaitu4: 

1. Kewajiban utama bagi seoarang istri ialah berbakti lahir dan batin 

kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum 

Islam 

2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-

hari dengan sebaik-baiknya 

Umumnya, seorang suami berkewajiban mencari nafkah bagi anak 

dan istri, sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah, merawat serta 

mendidik anak-anak, sebagaimana hal tersebut terdapat dalam firman 

Allah Q.S Al-Baqarah ayat 2335: 

نْ ا ر اد   ا مِل يِْْ لِم  وْل يِْْ ك  ا نْ يُّتِمَّ الرَّض اع ة  و ع ل ى   و الْو ا لِد ات  ي  رْضِعْن  ا ولَ  د ه نَّ ح 

 وْل وْدِل ه
‘الم عْر وْفِ  

 
 رزِْق  ه نَّ و كِسْو ت  ه نَّ باِلم

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban 

ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang 

makruf” (Q.S Al-Baqarah : 233) 

 Melihat tatanan kehidupan umat manusia, kita akan merasakan 

dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Selama berabad-abad 

perempuan ditempatkan sebagai the second human being (manusia kelas 

dua), yang berada di bawah superioritas kaum laki-laki. Kultur dan 

persepsi tersebut akhirnya menempatkan perempuan hanya dalam ranah 

                                                           
4 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga,… hlm. 91. 
5 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat,.. 

hlm. 213. 
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domestik, dan laki-laki dalam ranah publik.6 Namun pada era modern ini, 

tidak sedikit istri yang juga bekerja guna membantu perekonomian 

keluarga, atau bahkan terjadi pertukaran peran antara suami dan istri. 

Salah satu faktor yang menyebabkan pertukaran peran didalam keluarga 

seperti yang disebutkan diatas yang sering kita jumpai saat ini adalah 

factor tuntutan ekonomi. Banyak hal yang mendorong kebutuhan ekonomi 

dapat menyebabkan pergeseran nilai tersebut seperti misalnya suami yang 

bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi tersebut tidak 

mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik yang diakibatkan 

dari berbagai sebab, tuntutan keluarga yang terlalu tinggi, tuntutan dunia 

perkerjaan yang lebih memberikan lapangan pekerjaan anggota keluarga 

lain (dalam hal ini istri), tingkat pendidikan istri yang lebih tinggi, 

enggannya suami untuk bekerja, sampai dengan tidak berjalannya nilai dan 

norma serta peran ideal didalam keluarga sehingga menuntut anggota 

keluarga lain untuk mengambil alih peran.  

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan 

dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun 

terkadang suami istri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah 

keluarga.7 Oleh karena itu, dalam sebuah rumah tangga sudah pasti akan 

menghadapi suatu masalah, karena pada dasarnya dua orang yang 

mememiliki kepribadian berbeda ketika disatukan dalam satu ikatan 

                                                           
6 Hariyanto Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami:  

Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, PALASTREN (Jurnal Studi Gender), Vol. 8, No. 

1, 2015 , hlm. 84. 
7 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 

Undag-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenandamedia Group, 2006), hlm. 190. 
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perkawinan tentu tidak akan selalu berjalan lancar. Suatu masalah pasti 

akan dihadapi entah ditimbulkan oleh suami maupun istri atau hal-hal 

yang lainnya, entah karena masalah kecil sampai masalah yang besar, dan 

hal-hal ini yang akan memicu retaknya perkawinan. 

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam sebuah rumah tangga 

sering ditemukan keluhan antara suami istri sehingga mengadu kepada 

keluarganya maupun kepada orang lain, akibat tidak terpenuhinya hak 

yang harus diperoleh, tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu 

pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya perselisihan 

diantara keduanya (suami dan itsri) tersebut. Tidak mustahil dari 

perselisihan tersebut dapat berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan.8 

 Menurut hukum Islam, pemutusan ikatan perkawinan dapat 

dilakukan dengan beberapa cara tergantung dari pihak siapa yang 

berkehendak atau berinisiatif untuk memutuskan ukatan perkawinan 

tersebut. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan9 : 

1. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dangan alasan tertentu dan 

kehendaknya itu dinyatakan melalui ucapan tertentu, atau melalui 

tulisan atau isyarat bagi suami yang tidak bisa bebicara, percerain ini 

disebut talak, yakni dari inisiatif suami, juga bisa dalam bentuk ‘ila, 

yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, atau bisa dalam 

bentuk dzihar yaitu suami menyamakan istrinya dengan ibunya dalam 

hal keharaman untuk digauli. Ila’ dan dzihar ini sebagai prolog 

                                                           
8 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, (Perspektif Fikih dan Hukum 

Positif). (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233. 
9 Supriatna, dkk., Fiqh Munakahat II., (Yogyakarta : Teras, 2009) 
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terjadinya perceraian, dalam arti jika dalam tempo empat bulan 

sesudah suami melakukan ila’ dan dzihar tidak mau kembali kepada 

istrinya perkawinan baru bisa dinyatakan putus. 

2. Putusnya perkawinana atas kehendak istri dengan alasan istri tidak 

sanggup meneruskan perkawinan karena ada sesuatu yang dinilai 

negatif pada suaminya, sementara suami tidak mau menceraikan istri, 

untuk memutuskan perkawinannya ini istri memberikan sesuatu materi 

kepada suami dan suami menyetujuinya. Bentuk percerain yang dari 

istri dengan cara seperti ini disebut khulu’. 

3. Putusnya perkawinan melalui putusan hakim sebagai pihak ketiga 

setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada suatu istri yang 

menunjukkan hubungan perkawinan antar keduanya tidak dapat 

diteruskan. Putusnya perkawinan dengan cara seperti ini disebut 

fasakh. 

4. Putusnya perkawinan karena kehendak Allah, yakni salah satu antara 

suami atau istri ada yang meninggal yang mengakibatkan putusnya 

hubungan perkawinan, 

Seharusnya antar suami dan istri memang bergaul dengan baik, 

saling menyayangi dan mencintai serta memperlakukan pasangannya 

dengan sebaik-baiknya guna membentuk keluarga yang bahagia, serta 

tidak saling mengedepankan ego atau mencari yang paling benar atau yang 

paling salah ketika ada permasalahan. Sebagai seorang yang sudah 



8 
 

 
 

berkomitmen dalam suatu ikatan perkawinan juga sudah sepantasnya 

saling menjaga keburukan satu sama lain. 

Berdasarkan Al Quran, sunnah Rasulullah, dan para ulama dari 

keempat madzhab memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam 

“Syarah al-Kabir” disebutkan ada lima kategori perceraian, antara sebagai 

berikut10 : 

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq 

2. Hukumnya makruh apabila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak 

akan membahayakan pihak suami ataupun istri, dan masi ada harapan 

untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadits : “hal halal yang 

paling dimurkai Allah adalah perceraian” 

3. Perceraian menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau 

istri berakhlak buruk (su’ul khuluq al-mari’ah), dan dengan demikian 

kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut 

4. Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama 

terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kaalu dia berbuat 

serong (berzina) 

5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang 

bulan 

Perkawinan yang tentunya merupakan hal yang sakral dimana 

sudah sepantasnya dijaga supaya tidak mengalami keretakkan. Akan tetapi 

apabila perkawinan tersebut dilanjutkan malah akan menimbulkan banyak 

                                                           
10 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 

116-117. 
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kesengsaraan maka mengambil jalan perceraian itu lebih di anjurkan. 

Meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan oleh agama, 

tetapi pelaksanaanya harus berdasarkan alasan yang kuat dan merupakan 

jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila cara-cara yang sudah 

diusahakan sebelumnya tidak membuahkan hasil yaitu mengembalikan 

keutuhan sebuah keluarga, karena bagaimanapun juga setiap manusia 

menginginkan rumah tangga yang sudah dibangunnya untuk bertahan 

selama hidupnya. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyebutkan bahwa 

bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib11 : 

1. Memberikan mut’ah yang layak pada bekas istrinya, baik berupa uang 

atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul 

2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) 

kepada bekas istri selama dalam idda, kecuali bekas istri telah dijatuhi 

talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil 

3. Menunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh 

apabila qobla al-dkhul 

4. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai 21 tahun 

Talak merupakan kehendak perceraian dari suami. Akan tetapi, hak 

mengajukan perceraian tidak hanya ada pada suami, Islam juga 

memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai  (Khulu’). 

                                                           
11 Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 
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Seorang suami bisa menceraikan istrinya, maka istri juga bisa meminta 

suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan Khulu’. Khulu’ merupakan 

permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut ‘iwadh.  

Saat ini banyak hal yang dapat melatarbelakangi perceraian, 

misalnya campur tagan orang tua salah satu pihak antara suami maupun 

istri. Walaupun hal ini terdengar sepele, namun apabila hal ini terjadi 

terus-menerus maka akan membuat salah satu pihak merasa tertekan. 

Sebagaimana yang terjadi pada kasus cerai talak perkara Nomor: 

1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg.  

Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli 

2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi 

pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bersedia tinggal 

bersama di rumah orang tua Pemohon, sementara Pemohon harus merawat 

orang tua Pemohon sehingga terjadi pertengkaran. Selain itu, menurut 

keterangan Termohon, Ibu Pemohon sering sekali mempermasalahkan hal-

hal sepele, misalnya masakannya kurang asin atau yang lain. Selain itu, 

adik Pemohon juga terlalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon walaupun sudah memiliki tempat tinggal sendiri. Karena hal 

tersebutlah Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama Pemohon. 

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, dan apa yang menjadi tujuan 

perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawadah 

dan rohmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai maka 
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Pemohon mengajukan gugatan perceraian, meskipun Majelis Hakim sudah 

berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat menyelesaikan masalah 

secara kekeluargaan melalui musyawarah namun tidak berhasil.  

Pada perkara perceraian, terdapat hak istimewa yang didapat oleh 

Termohon, yakni jika selama pernikahan suami tidak melaksanakan 

kewajibannya untuk menafkahi istri dan anaknya, maka istri boleh untuk 

mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau yang bisa 

disebut dengan “gugat balik” diatur dalam pasal 132a HIR.  

Dalam mengajukan gugatan rekonvensi ini harus bersamaan 

dengan jawaban baik secara lisan maupun tulisan, memang hukum 

membolehkan proses pemeriksaan dilakukan secara terpisah, sehingga 

masing-masing dituangkan dalam putusan yang berbeda, namun pada 

prinsipnya yang harus ditegakkan adalah sedapat mungkin perkara agar 

sama-sama dapat diperiksa sekaligus, menggabungkan dua tuntutan yang 

berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah 

prosedur pemeriksaan, menghindari putusan yang saling bertentangan satu 

sama lain, menetralisir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian 

dan menghemat biaya.12 

Dalam perkara No. 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg diajukan pula gugatan 

rekonvensi karena Termohon merasa keberatan apabila di ceraikan, namun 

jika Pemohon tetap akan menceraikan maka Termohon mengajukan 

beberapa tuntutan yang termuat dalam gugatan rekonvensi. Dimana 

                                                           
12 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Dilingkungan Peradilan Agama, 

(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 54. 
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gugatan rekonvensi tersebut sebagai upaya mencari keadilan karena 

Termohon sudah berusaha menjadi istri yang baik, namun tidak pernah 

dihargai oleh orang tua Pemohon, disamping itu memang tidak ada 

salahnya ketika Pemohon berbakti kepada orang tuanya yakni dengan 

merawatnya, namun Pemohon juga tidak boleh mengesampingkan tugas 

dan tanggung jawabnya sebagai suami dan ayah. Berdasarkan latar 

belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti 

lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul ”Pertimbangan Hakim Terhadap 

Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi 

Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg)” 

B. Definisi Operasional 

Dalam memahami istilah yang sering dijumpai apalagi istilah yang 

baru pernah diketahui tidak sedikit menimbulkan penafsiran oleh 

pembaca. Jadi untuk menghindari kekeliruan dalam memahami istilah-

istilah perlu adanya definisi operasional. Selain untuk menghindari 

kekeliruan dalam mengartikan istilah definisi operasional juga untuk 

memberikan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan 

selanjutnya. Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan 

pembaca, maka peneliti perlu untuk menjelaskan makna dari judul 

penelitian yang di ambil. 

1. Pertimbangan Hakim 

 Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam 

terwujudanya nilai dari suatu putusan yang mengandung nilai keadilan 



13 
 

 
 

serta mengandung kepastian hukum. Dimana putusan tersebut harus 

berdasarkan teori dan praktek (rangkaian persidangan) sehingga 

menghasilkan putusan yang maksimal dan seimbang. 

2. Gugatan Rekonvensi 

Gugatan yang diajukan Termohon sebagai gugatan balasan 

terhadap gugatan yang diajukan Pemohon kepadanya, dan gugatan 

rekonvensi ini diajukan Termohon kepada Pengadilan pada saat 

berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan kepadanya 

(Pasal 157 ayat 1/Pasal 132a ayat (1) HIR). Dalam gugatan rekonvensi, 

penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat asal, dan 

yang disebut tergugat dalam rekonvensi adalah penggugat, salah 

seorang dari penggugat asal atau dalam konvensi. 

3. Talak  

Secara harfiyah talak berati lepas dan bebas, atau bisa diartikan 

putusnya perkawinan antara suami dan istri. Sedangkan menurut KHI 

Pasal 117 talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan 

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan 

cara-cara yang telah diatur dalam pasal 129, 130, 131. Dalam lingkup 

Pengadilan terdapat 2 (dua) jenis perceraian yakni : cerai talak dan 

ceriai gugat. Putusan yang diteliti dalam skripsi ini adalah jenis 

putusan cerai talak. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakng diatas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pertimbangan hakim serta analisis hukum Islam dalam 

Putusan Pengadilan Agama Temanggung pada perkara dengan Nomor: 

1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana dasar dan pertimbangan hakim 

dalam memutus perkara cerai talak dan gugatan rekonvensi istri 

pada perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

b. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam dalam 

Putusan Pengadilan Agama Temanggung pada perkara dengan 

Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

 Manfaat dalam penelitian ini adalah memahami bagaimana 

analisis hukum islam serta memahami apa yang menjadi 

pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 

1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. 

b. Manfaat Praktis 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penyusun, 

mahasiswa dan masyarakat umum mengenai hukum perdata 
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terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya 

mengenai perceraian serta gugatan rekonvensi. 

2. Menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. K.H. Saefuddin 

Zuhri Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang Hukum 

Keluarga Islam 

3. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi 

penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya maupun yang 

belum ada. 

E. Kajian Pustaka 

 Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka merupakan sesuatu yang 

sangat penting, kajian pustaka ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan 

atau persamaan objek peneliti penulis dengan peneliti-peneliti lain serta 

dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat 

sehingga terhindar dari plagiasi. Serta untuk mengetahui keaslian  

penelitian ini, perlu adanya penelitian terdahulu yang sedikit banyak 

terkait dengan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Skripsi Afif Miftakhur Rozaq, mahasiswa UIN Walisongo Semarang 

pada tahun 2016 yang berjudul, “Studi Analisis Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Blora Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA.Bla Tentang 

Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil Kepada Bekas Istri 

Sampai Masa Iddah”. Skripsi ini meneliti tentang Pegawai Negeri 

Sipil yang menceraikan istrinya, dimana dalam konteksnya apabila 

perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka 
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bekas suami tersebut harus memberikan nafkah kepada bekas istrinya 

selama masa iddah. Khusus Pegawai Negeri Sipil, tentang pembagian 

nafkah pasca perceraian sudah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. 

PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil. Namun dalam rekonvensinya, istri menuntut 

untuk menerima 1/3 gaji bekas suaminya tersebut. Dalam 

kesimpulannya, Permohonan Pemohon konvensi dikabulkan, yakni 

menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon konvensi. Akan tetapi 

dalam gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi menginginkan 1/3 

gaji bekas suaminya, dimana hal tersebut tidak dikabulkan oleh majelis 

hakim dengan alasan apabila sudah putus perkawinan maka bekas 

suami sudah tidak mempunyai tanggung jawab atau kewajiban 

menghidupi bekas istrinya, kewajiban itu hanya berlaku pada masa 

iddah bekas istrinya, yaitu 3 bulan setelah ditalak. Tergugat rekonvensi 

hanya mempunyai kewajiban kepada anak-anaknya sampai berusia 21 

tahun13. Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah, dalam 

perkara ini yakni perceraian Pegawai Negeri Sipil, dimana hal tersebut 

sudah diatur dalam PP, sedangkan dalam perkara yang akan diteliti 

penulis adalah perkara yang terjadi pada masyarakat biasa, dimana 

tidak ada PP atau undang-undang yang mengaturnya. 

                                                           
  13 Afif Miftakhur Rozaq, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Blora 

Nomor: 258/Pdt.G/2015/PA.Bla Tentang Batasan Pemberian 1/3 Gaji Pegawai Negeri Sipil 

Kepada Bekas Isteri Sampai Masa Iddah”, skripsi tidak diterbitkan, (Semarang: UIN Walisongo 

2016). 
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2. Skripsi Santi Fatmala, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung pada 

tahun 2018, yang berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan 

Pengadilan Agama Kalianda Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla tentang 

Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri”. 

Dalam putusannya, hakim mengabulkan permohonan cerai talak, dan 

juga mengabulkan sebagian dari gugatan rekonvensi istri. Deskripsi 

perkaranya adalah, bahwa antara suami istri ini sudah berpisah tempat 

tinggal kira-kira 6 bulan, dikarenakan sering terjadinya pertengkaran. 

Walaupun keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan 

namun perceraian tetap menjadi pilihan bagi suami istri tersebut14.  

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah, dalam perkara 

yang diteliti. Dimana dalam skripsi ini, perkaranya adalah dimana  istri 

meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh suaminya, 

selain itu masalah ekonomi juga menjadi penyebab ketidakharmonisan 

keluarga tersebut, karena hal itulah berakibat pada putusnya 

perkawinan. Sedangkan dalam perkara yang diteliti penulis yakni istri 

diusir oleh adik ipar, dimana sang suami sedang tidak berada dirumah. 

Selian itu, pasangan ini juga masih tinggal bersama dengan orang tua 

suami. Walaupun istri sudah berusaha merawat mertuanya dengan baik 

namun ia merasa sering disalahkan karena hal-hal kecil, karena hal 

itulah adik iparnya merasa kesal sehingga mengusir si istri. Walaupun 

sudah melibatkan pihak ketiga, suami tetap akan menceraikan istrinya, 

                                                           
14 Santi Fatmala, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kalianda 

Nomor 0264/Pdt.G/2014/PA.Kla tentang Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan 

Rekonvensi Isteri”, skripsi tidak diterbitkan, (Lampung: UIN Raden Intan 2018). 
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karena walaupun hal tersebut bisa diatasi dengan antara suami istri ini 

tinggal terpisah dengan orang tuanya namun suami tetap memilih jalan 

perceraian karena dia harus merawat oaring tuanya tersebut. 

Sedangkan persamaanya adalah meneliti tentang kasus cerai talak dan 

gugatan rekonvensi istri.  

3. Lailiyatul Azizah, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

pada tahun 2014, yang berjudul, “Dasar Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Malang Dalam Menetapkan Gugatan rekonvensi 

Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah”. Skripsi ini meneliti 

mengenai kasus gugatan rekonvensi seorang istri yang dicerai talak 

suami, dan suami tersebut juga mengingkari kesepakatan yang dibuat 

dengan istrinya tersebut. Kesepakatan ini mengenai nafkah kepada 

anak yang akan diberikan setiap bulan, selain itu suami juga 

melakukan pembagian harta gono gini yang ditanda tangani sendiri 

secara sepihak. Dalam putusannya, hakim mengabulkan gugatan 

rekonvensi tersebut karena istri mempunyai hak atas harta tersebut 

karena menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, harta 

benda yang diperoleh selama perkawinana menjadi harta bersama.15 

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah, pada skripsi 

penulis dalam gugatan rekonvensinya berisi tentang hak-haknya 

sebagai seorang istri yang akan dicerai suaminya yakni nafkah mut’ah, 

                                                           
 15 Lailiyatul Azizah, “Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam 

Menetapkan Gugatan rekonvensi Mengenai Harta Gono Gini Dan Hadhanah”, skripsi tidak 

ditrbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014). 
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nafkah iddah, nafkah lampau. Sedangkan dalam skripsi ini dalam 

gugatan rekonvensinya berisi tentang harta gono gini. 

F. Sistematika Pembahasan 

 Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka 

perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai 

isi skripsi ini, maka penulis mencoba menyusun hasil penelitian ini dalam 

beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bagian awal skripsi ini berisi Halaman Judul Skripsi, Halaman 

Pernyataan Keaslian, Halaman Pengesahan, Nota Dinas Pembimbing, 

Abstrak, Motto, Halaman Persembahan, Pedoman Transliterasi Arab-

Indonesia, Kata Pengantar dan Daftar Pustaka. 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang menguraikan tentang 

latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan 

serta manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan. 

 Bab kedua berisi landasan teori yang meliputi pengertian talak, 

dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, macam-macam talak, hukum 

menjatuhkan talak, serta hikmah talak . Selain itu bab ini juga membahas 

mengenai pengertian gugatan rekonvensi, dasar hukum gugatan 

rekonvensi, serta tujuan dari gugatan rekonvensi. 

 Bab Ketiga, Metodelogi penelitian, dalam bab ini akan dijelaskan 

apa saja metode yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian 

yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber 

data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 
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 Bab Keempat, Berisi tentang analisis putusan Pengadilan Agama 

Temanggung Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg tentang cerai talak dan 

gugatan rekonvensi istri, serta mengenai analisis hukum islam mengenai 

putusan perkara tersebut. 

 Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir 

dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Kesimpulan yang 

disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah 

dihasilkan oleh pembahasan skripsi serta jawaban dari rumusan masalah 

yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran 

yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum. 

 



 

21 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Umum Talak 

1. Pengertian Talak 

Talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan, dapat 

diartikan juga sebagai perceraian karena kata-kata talak atau kata-kata 

yang serupa dengan talak yang diucapkan oleh suami baik secara jelas 

atau secara sindiran yang maksudanya melepaskan atau membebaskan 

istrinya dari ikatan perkawinan.16 Sayyid Sabiq mendefinisikan talak 

dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan 

mengakhiri hubungan suami istri.17 Talak juga bisa disebut sebagai 

perceraian yang terjadi sebagai akibat dijatuhkannya talak oleh suami 

terhadap istrinya di muka sidang Pengadilan. Ikrar talak dilaksanakan 

setelah putusan Pengadilan Agama yang mengizinkan suami untuk 

mengikrarkan talak telah berkekuatan hukum tetap (in kracht) dan 

setelah ikrar diucapkan oleh suami maka gugurlah kehalalan hubungan 

diantara keduanya.. 

Hukum islam memberikan kekuasaan mutlak kepada suami 

untuk menyatakan perceraian, akan tetapi istri juga mempunyai hak 

untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan 

istrinya, dalam tata hukum islam di Indonesia disebut dengan 

                                                           
16 Djamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indenonesia, (Jakart: Ghalia Indonesia, 

1985), hlm. 40. 
17 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 

hlm. 145. 
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permohonan talak, namun jika seorang istri yang bermaksud untuk 

berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugat cerai.18 Talak 

juga hanya dapat terjadi setelah adanya perkawinan, sekalipun istrinya 

belum pernah digauli. Sebagaimana hadits Rasulullah yang 

diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Miswar bin Mahramah, sebagai 

berikut : 

عِتْق  ق  بْل  مِلْكٍ  ا حٍ و لَ   لَ  ط لَ  ق  ق  بْل  نِك 

Tidak jatuh talak sebelum pernikahan, dan tidak ada perbudakan 

sebelum kepemilikan.19 

 

Perceraian jenis talak ini berlaku hanya untuk yang beragama 

Islam, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan,  yakni yang berbunyi 

sebagai berikut: 

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut 

agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat 

kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang berisi 

pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya 

disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada 

Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”20 

                                                           
18 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga (Yogyakarta: 

Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 105. 
19 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I, (Beirut: Darul Fikr, tt), hlm. 660. 
20 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan 
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Selanjutnya pasal 15 sampai pasal 18 yang berisi mengenai tata 

cara perceraian yang dimaksud dalam pasal 14, dapat diuraikan 

sebagai berikut21 :  

a. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan 

mempelajari surat tersebut 

b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat 

itu. Pengadilan memanggil suami dan istri yang akan bercerai itu, 

untuk meminta penjelasan 

c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-istri, ternyata 

memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan 

berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak 

mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang 

untuk menyaksikan perceraian itu 

d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat 

adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk 

mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian 

menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang 

tersebut 

e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan 

memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut 

                                                           
21 K. Wantjik Saleh , Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 

hlm. 39. 
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1) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai 

Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan 

pencatatan perceraian 

2) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu 

dinyatakan di depan sidang Pengadilan 

2. Dasar Hukum Perceraian 

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan 

yang diinginkan oleh setiap pasangan. Namun, apabila kehidupan 

perkawinan sudah tidak mungkin dijalankan maka diperbolehkan 

mengambil jalan perceraian. Oleh karena itu, talak merupakan sesuatu 

yang sudah disyariatkan dalam Islam berdasarkan nash-nash yang 

terdapat  dalam Al Quran, sunnah dan juga ijma’. Adapun beberapa 

dasar hukum talak tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Ayat al-Qur’an 

Q.S al-Baqarah (2) ayat 229 

حْسَانٍ .. تنِ فاَِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تسَْْيِحٌْ بِِِ لَاقُ مَرَّ  اَلطَّ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi 

dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang 

baik..” 

Q.S at-Talaq (65) ayat 1 

ةَ  يَََيُُا النَّبُِِ  نَّ وَاَحْصُوا العِْدَّ تِِِ قُوْ هُنَّ لِعِدَّ َّقْتُُُ الن ِسَاءَ فطََل ِ اِذَا طَل  

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 
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(menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah 

itu..” 

b. Sunnah 

َِ ع نْ ابْنِ ع م ر  ا نّ ر س ل  اللّهِ ص ل ي اللّه  ع ل يْهِ و س لّم   ْْ لَ   ُ  ا  َ َ    ا بْ   ق ا

)رواه ابوداود واْاكم وصححه(اِلَ  اللّهِ الطّلَ ق      

Dari Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah SAW 

bersabda : Perbuatan halal yang dibenci Allah adalah talak 

(perceraian). (H.R Abu Dawud dan Hakim dan dishahihkan 

olehnya) 

c. Ijma’ 

Ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa hukum talak adalah 

mubah, meskipun dalam beberapa keadaan ada yang menghukumi 

makruh. Kebolehan tersebut harus disertai dengan alasan yang 

dibenarkan oleh syara’. Terkadang, kerusakan hubungan suami 

istri merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan menjadikan 

perceraian sebagai satu-satunya cara untuk menghilangkan 

percekcokan atau peselisihan dalam rumah tangga. Sehingga 

keduanya terhindar dari saling menyakiti satu sama lain.22 

3. Macam-macam Talak 

Perkara cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang 

diajukan oleh suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, 

suami yang kawin secara Islam yang akan menceraikan istrinya 

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan 

                                                           
22 Muhammad al-Dasuqi, al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Al-Madzhab al-Shafi’I, (Mesir: Dar 

al-Salam, 2011), hlm. 141. 
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sidang guna menyaksikan ikrar talak.23 Ikrar talak yang dimaksud 

disini adalah ucapan talak yang jatuh tanpa adanya sarat apapun, juga 

tidak disandarkan pada waktu yang akan datang maupun adanya 

penangguhan jatuhnya talak. 

Sedangkan ikrar talak yang digantungkan dengan syarat atau 

waktu yang akan datang yaitu talak langsung tetapi digantungkan 

dengan sesuatu yang menjadi syarat jatuhnya talak, sedangkan talak 

yang disandarkan pada waktu yang akan datang yaitu talak yang 

dikaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba 

maka jatuh talaknya: 

a. Sedangkan talak dilihat dari tegas tidaknya kata-kata yang 

digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

1) Talak Shahrih 

Makna Sharih adalah jelas, yaitu kalimat terang tidak ragu-

ragu. Seperti memutuskan ikatan perkawinan dengan kalimat 

“engkau tertalak saya, atau saya ceraikan engkau.”24 

2) Talak Kinayah 

Talak kinayah atau sindirian yaitu kalimat yang masih ragu-

ragu sehingga boleh dan dapat diartikan perceraian nikah atau 

yang lain, seperti “pulanglah engkau ke rumah orang tuamu” 

                                                           
23 Aris Bintania, Hukum Acara Pengadilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.152. 
24 Ibrahim Muhammad, Fiqh Wanita (Semarang: Assifa), hlm. 398.  
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kinayah dalam hal ini bermakna ganda yaitu talak dan selain 

talak, adapun yang menjadi perbedaan adalah niatnya.25 

b. Macam-macam talak ditinjau dari segi sesuai atau tidaknya dengan 

sunnah Nabi, talak tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 

1) Talak Sunni (Sunnah) 

Talak Sunni merupakan talak yang diperbolehkan karena 

pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disunnahkan Nabi. 

Bentuk talak sunni yang disepakati oleh para ulama adalah 

talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan 

suci dari haid dan belum pernah dicampuri oleh suaminya.26 

2) Talak Bid’iy (Bid’ah) 

Talak Bid’iy merupakan talak yang dilarang atau haram 

hukumnya, yakni yang talaknya dijatuhhkan ketika istri dalam 

keadaan haidh, juga talak yang dijatuhkan  ketika istri suci dari 

haidh lalu disetubuhi oleh suami. Jika suami menjatuhkan talak 

dalam waktu/keadaan tersebut, maka talaknya tetap jatuh dan 

suami lah yang berdosa, karena ia melakukan perbuatan yang 

dilarang syariat Islam.27 Talak seperti ini akan menyulitkan istri 

serta talak yang dijatulkan kepada istri dalam  keadaan suci 

yang sudah digauli, barangkali akan menimbulkan penyesalan 

                                                           
25 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqh dan 

Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 95. 
26 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2014), hlm. 217 
27 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 133. 
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dari pihak suami kalau sudah jelas kehamilannya, maka lebih 

baiknya jika talak tersebut tidak dilakukan oleh suami. 

c. Macam-macam talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami 

kembali kepada mantan istrinya, talak tersebut ada 2 (macam), 

yakni : 

1) Talak Raj’I, 

Talak Raj’I merupakan talak satu atau talak dua yang 

dijatuhkan suami kepada istrinya, akan tetapi suami diberi hak 

untuk kembali kepada istrinya tersebut tanpa adanya akad atau 

mahar baru selama rujuk itu dilakukan ketika istri masih dalam 

masa iddahnya. 

2) Talak Ba’in 

Talak Ba’in merupakan talak yang dijatuhkan suami kepada 

istrinya dimana suami hanya berhak kembali pada istrinya 

melalui akad (pernikahan) baru. Talak ba’in ini terbagi menjadi 

dua macam, yakni : 

a) Bain Sughra, ialah talak yang telah dijatuhkan oleh suami 

kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali 

dengan perkawinan baru. 

b) Bain Kubra, iala talak yang berakibat hilangnya hak bekas 

suami untuk merujuk atau dengan akad nikah baru baik 

dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. 

Namun seorang suami yang mentalak ba’in istrinya boleh 
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menikahi istrinya kembali jika memenuhi syarat tertentu, 

yakni istri telah kawin dengan laki-laki lain dan istri telah 

dicampuri oleh suaminya yang baru, kemudian istri telah 

dicerai oleh suaminya yang baru serta telah habis masa 

iddahnya.28 

d. Talak ditinjau dari cara suami menyampaikan kepada istri, dibagi 

menjadi 3 (tiga), yaitu : 

1) Talak dengan ucapan  

Talak yang dilakukan dengan ucapan yang sharih (tegas) 

dan dapat dipahami maknanya.29 Pengucapan talak ini 

dilakukan langsung di hadapan istri. 

2) Talak dengan tulisan 

Talak dengan tulisan ialah perceraian secara tertulis yang 

disampaikan suami kepada istrinya, kemudian istri 

membacanya dan memahami isi dan maksutnya. Perceraian 

secara tertulis dapat dipandang jatuh (sah) meski yang 

bersangkutan dapat mengucapkannya.30 

3) Talak dengan isyarat 

Talak dengan isyarat yakni perceraian atau penyampaian 

talak yang biasanya dilakukan oleh suami yang tunawicara atau 

                                                           
28 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 198. 
29 Hamdan, Risalah Nikah (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 212. 
30 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2006), 199. 
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bisu. Isyarat semacam ini dapat dianggap sebagai alat 

komunikasi untuk menyampaikan maksud talak. 

4) Talak dengan utusan 

Talak dengan utusan ialah perceraian yang disampaikan 

suami kepada istri melalui orang lain sebagai wakil untuk 

menyampaikan maksudnya tersebut. 

4. Rukun dan Syarat Talak 

Beberapa hal yang menjadi rukun talak dengan syarat-

syaratnya antara lain sebagai berikut: 

a. Suami 

Untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan 

sebagai berikut31 : 

1) Baligh 

Talak yang dijtuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, 

sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama 

mazhab kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali 

mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil yang 

mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai 

sepuluh tahun. 

2) Berakal Sehat 

Talak harus dilakukan oleh orang yang tidak punya 

gangguan jiwa, dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh 

                                                           
31 Muhammad Jawwad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2002), hlm. 

441. 



31 
 

 
 

orang gila tidak sah. Begitu pula dengan talak yang dijatuhkan 

oleh orang yang tidak sadar. Tetapi para ulama mazhab berbeda 

pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. 

Imamiyah mengatakan bahwa, talak orang mabuk sama sekali 

tidak sah. Sementara itu ulama empat mazhab berpendapat 

bahwa talak orang mabuk itu sah manakala dia mabuk karena 

minuman yang diharamkan atas dasar keinginan sendiri. 

3) Atas kehendak sendiri 

Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh orang 

yang dipaksa (menceraikan istrinya) menurut kesepakatan para 

ulama mazhab dinyatakan tidak sah. Hal ini sesuai dengan 

sabda Nabi SAW, "Sungguh Allah melepaskan dari umatku 

tanggung jawab dari dosa silap, lupa, dan sesuatu yang 

dipaksakan kepadanya”. 

4) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak 

Dengan demikian apabila seorang laki-laki 

mengucapkan talak karena lupa. keliru, atau main-main, maka 

menurut Imamiyah talaknya dinyatakan tidak jatuh karena ia 

memang tidak bermaksud menjatuhkan talak. 
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b. Istri  

Mengenai istri-istri yang dapat dijatuhi talak, para fuqaha 

sepakat bahwa mereka harus32:  

1) Permpuan yang dinikahi dengan sah 

2) Perempuan yang masih dalam ikatan nikah yang sah  

3) Belum habis masa iddahnya, pada talak raji  

4) Tidak sedang haid. 

c. Sighat Talak 

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan pada suami 

terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu sharih (jelas) 

maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, 

isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang 

lain.dengan syarat harus disertai dengan adanya niat. Namun 

demikian, tidak cukup hanya dengan niat saja, sebagaimana yang 

disabdakan Rasulullah saw: 

ثتَْ بِهِ ٲَنفُْسَهاَمَالمَْ يتََكَََّمُوا ٲَوْيعَْمَلوُابِهِ  تِِ مَاحَدَّ اوَزَلِئُامَّ  ٳِنَّ لَله تَََ

“Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku 

apa–apa yang terdetik di dalam hati mereka, selama mereka 

ucapkan atau kerjakan.” (Muttafaq ‘Alaih) 

 

Jumhur fuqaha telah sepakat bahwa sighat talak itu ada dua 

yaitu, sighat yang yang jelas (sharih) dan sighat sindiran (kinayah). 

 

  

                                                           
32 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 

hlm. 66. 
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1) Kata-kata yang jelas (sharih)33 

Kata-kata talak yang sharih artinya lafal yang di 

gunakan itu terus terang menyatakan perceraian. Misal, Suami 

berkata kepada istrinya “Engkau telah aku ceraikan”, “Aku 

telah menjatuhkan talak untukmu”, atau “Engkau tertalak” dan 

lain sebagainya.  

Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa 

kata-kata talak yang tegas/jelas hanyalah kalimat “talak” saja. 

Maka selain kata itu termasuk sindiran. Sedangkan Imam 

Syafi’i mengatakan bahwa kata-kata tegas/jelas itu ada tiga, 

yaitu: talak (cerai), firaq (pisah), dan sarah (lepas). 

2) Kata-kata yang tidak jelas (kinayah) 

Imam Malik berpendapat bahwa apabila suami 

mengucapkan talak dengan kata-kata kinayah dan ia tidak 

berniat untuk mentalak istrinya maka talaknya tidak jatuh.34 

Kecuali kalau dia memang berniat menjatuhkan talak. 

Sementara Imam Syafi’i berpendapat bahwa jika suami berniat 

menjatuhkan talak maka talak pun telah jatuh.  

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa 

talak dapat terjadi dengan semua kata-kata kinayah apabila 

disertai dengan niat. Dengan demikian, talak tidak dianggap 

sah kecuali disertai dengan adanya niat. 

                                                           
33 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat,... hlm. 58. 
34 Ibnu Rasyid, Bidayatul Mujtahid, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 165. 



34 
 

 
 

5. Hukum Menjatuhkan Talak 

Ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum 

talak terkadang wajib, terkadang haram dan Sunnah.35 Walaupun 

hukum asal talak adalah makruh, tetapi apabila dilihat latar belakang 

terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah menjadi36 : 

a. Wajib 

Talak menjadi wajib hukumnya apabila hakim tidak 

menemukan jalan lain yang bisa ditempuh untuk meredakan 

pertikaian yang terjadi diantara suami dan istri selain talak. Selain 

itu, talak hukumnya wajib apabila seorang suami bersumpah ila’ 

(tidak akan mencampuri istri sampai masa tertentu), sedangkan ia 

tidak mau membayar kafarah sumpah agar ia dapat bergaul dengan 

istrinya. 

b. Haram 

Talak diharamkan apabila talak yang dilakukan bukan karena 

adanya tutuntan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan 

membawa mudharat bagi diri sang suami dan juga istrinya, serta 

tidak memberikan kebaikan bagi keduanya.37
 Diharamkan bagi 

suami menceraikan istrinya pada saat haid, atau pada saat suci dan 

di masa suci itu sang suami telah mencampuri istrinya. 

 

                                                           
35 Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih 

Munakahat, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 258. 
36 Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam”, Al-Hadi, Vol. 3, no. 2, 2018, 

hlm.  708. 
37 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidh, Fiqih Wanita, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hlm. 456. 



35 
 

 
 

c. Mubah 

Talak menjadi mubah yakni ketika terdapat cacat pada diri 

seorang istri yang menghalanginya untuk menyempurnakan 

kewajibannya kepada suami. Terkadang hal ini akan merusak 

rumah tangganya jika ia mempertahankannya, maka pada saat itu 

dibolehkan talak dengan alasan tidak tercapainya kebahagiaan 

pernikahan yang diharapkan. 

d. Sunnah 

Talak menjadi sunnah, yaitu ketika seorang istri lalai 

melaksanakan kewajibanya kepada Allah seperti shalat, sedangkan 

suami pernah menegurnya namun tidak dihiraukan atau bahkan 

suami tidak pernah mengingatkan atau memaksanya untuk 

melaksanakan kewajiban tersebut, jika seperti ini maka talak lebih 

baik dilakukan. 

e. Makruh  

Talak menjadi makruh ketika dilakukan tanpa alasan, karena 

talak pada dasarnya merupakan perbuatan halal yang dibenci 

Allah. Selama pasangan suami istri masih mampu untuk hidup 

bersama memperbaiki segala sesuatu yang rusak dalam kehidupan 

rumah tangga maka jalur perceraian lebih baik dihindari. 

6. Hikmah Talak 

Walaupun talak  dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, 

namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam 
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keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak  adalah 

karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus 

kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah 

tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga rumah tangga 

akan menimbulkan mudharat kepada keduanya dan orang di 

sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, 

lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk thalag tersebut. Dengan 

demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.38 

 

B. Gugatan Rekonvensi 

1. Pengertian Gugatan Rekonvensi 

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa 

atau konfik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan 

penyelesaian di Pengadilan.39 Gugatan juga dapat dikatakan sebagai 

suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada 

Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai 

dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah 

gugatan sampai di depan sidang Pengadilan, maka disitu selalu ada 

pihak penggugat, tergugat, dan perkara yang disengketakan. 

Sedangkan rekonvensi berasal dari kata konvensi, konvensi 

merupakan istilah untuk menyebut gugatan awal atau gugatan asli. 

Rekonvensi dikenal juga istilah rekonvensi atau gugat balas, yakni 

                                                           
38 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2014), hlm. 201 
39 Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998), hlm. 229. 
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sebuah hak yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan 

melawan atau balasan. Makna gugatan rekonvensi adalah gugatan 

yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang 

diajukan penggugat. Hal ini menjadikan penggugat rekonvensi 

melawan tanpa perlu mendaftarkan gugatan baru. Dalam gugatan 

rekonvensi, penggugatnya adalah tergugat, salah seorang dari tergugat 

asal atau konvensi, dan yang disebut tergugat dalam rekonvensi adalah 

penggugat, salah seorang dari penggugat asal atau dalam konvensi.  

Apabila gugatan rekonvensi tidak diajukan bersama-sama dengan 

jawaban maka gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak bisa 

diterima.40 Pasal 132a HIR memberikan pengertian rekonvensi secara 

singkat yakni rekonvensi merupakan gugatan yang diajukan tergugat 

sebagai gugatan balas terhadap penggugat kepada dirinya, yang 

sebenarnya merupakan jawaban dari tergugat atas gugatan penggugat 

yang diajukan bersama sama dengan jawaban tergugat Pasal 132b HIR 

jo 158 RBg).  

2. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi 

Gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR tentang 

rekonvensi, Berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR, tergugat 

                                                           
40 Muhammad Helmi, “Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara 

Perceraian Dengan Harta Bersama”, Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan ,Vol. 12, no. 

21, 2014, hlm. 45. 
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berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan, 

kecuali41: 

a. Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat, sedang 

tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya 

b. Apabila Pengadilan negeri kepada siapa tuntutan asal itu 

dimasukkan, tidak berhak, oleh karena berhubung dengan pokok 

perselisihan, memeriksa tuntutan melawan 

c. Apabila dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan 

hakim 

d. Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan 

tuntutan balik, maka dalam banding tak boleh lagi diajukan 

tuntutan itu 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, gugat balas atau rekonvensi 

dapat diajukan untuk setiap perkara dengan pengecualian sebagaimana 

dimaksud di dalam Pasal 132a HIR. Terdapat pendapat lain yang 

menyebutkan bahwa suatu rekonvensi itu bersifat insidentil saja karena 

tidak setiap gugatan penggugat dapat dibalas dengan rekonvensi oleh 

tergugat. Tergugat baru dapat melakukan rekonvensi apabila secara 

kebetulan penggugat juga pernah melakukan pelanggaran hukum 

                                                           
41 Pasal 132a, Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (Het Herziene Indonesisch 

Reglement). 
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terhadap tergugat. Tujuan rekonvensi ini adalah untuk menetralisir 

atau mengimbangi gugatan penggugat.42 

Pada dasarnya suatu gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-

sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum proses 

pembuktian, baik jawaban secara tertulis, maupun secara lisan, 

sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 132 b Juncto.Pasal 158 Rbg, 

sebagai berikut43 : 

a. Tergugat dalam rekonvensi wajib mengajukan gugatan balasannya 

bersama-sama dengan jawaban yang diajukannya, baik secara lisan 

maupun tertulis 

b. Terhadap gugatan balasan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan di 

dalam bagian ini 

c. Kedua perkara tersebut diselesaikan bersama-sama dan diputus 

dalam satu putusan, kecuali apabila Pengadilan Negeri berpendapat 

bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain, 

yang dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa gugatan dalam 

rekonvensi yang belum diselesaikan tetap bergantung pada hakim 

yang sama, sampai dijatuhkan putusan akhir 

d. Permohonan banding diperkenankan jika perihal (beloop) dalam 

gugatan rekonvensi melampaui kewenangan hukum dari 

Pengadilan Negeri untuk memutus dalam tingkat terakhir 

                                                           
42 Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa 

Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama”, Jurnal Ilmiah Hukum De 

Jure, Vol 2 no. 2, 2017, hlm. 305. 
43 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2014), hlm. 154. 
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Selain itu, gugatan rekonvensi juga memiliki dasar hukum yakni 

pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :  

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya.”44 

3. Tujuan Gugatan Rekonvensi 

Pengajuan tuntutan melawan atau gugat balas adalah sebauh hak 

istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat 

konvensi untuk mengajukan suatu kehendak untuk menggugat dari 

pihak tergugat untuk pihak penggugat bersamaan dengan gugatan asal. 

Rekonvensi ini dikatakan sebagai sebagai hak istimewa karena 

penggugat rekonvensi dapat menempuh jalan lain yakni dengan 

mengajukan gugatan baru sendiri.45 

Praktek rekonvensi juga dapat diartikan sebagai penegakan 

asas Peradilan yang sederhana, gugatan rekonvensi dapat diperiksa dan 

diputus bersamaan dengan gugatan konvensi dan dituangkan dalam 

satu putusan dalam satu proses. Proses ini secara jelas 

menyederhanakan proses beracara di Pengadilan. Selain itu, 

pemeriksaan gugatan rekonvensi yang diproses sekaligus dengan 

                                                           
44 Pasal 16, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
45 Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara. Perdata Dalam 

Teori dan Praktek, Cetakan 8, (Bandung: CV Mandar Maju, 1997), hlm. 42. 
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gugatan konvensi juga dapat menghemat biaya atau panjar perkara 

karena tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk objek yang sama. 

Gugatan rekonvensi ini juga menghindari adanya putusan yang 

saling bertentangan46
 dikarenakan perkara diperiksa bersamaan 

sehingga majelis hakim dapat dengan detail mendapat keterangan dari 

masing-masing pihak. 

 

 

                                                           
46  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 473. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian adalah cara serta kaidah untuk memperoleh informasi 

dan data yang berkaitan dengan penyelesaian karya ilmiah. Metodologi penelitian 

berisi tentang gambaran suatu metode atau cara dan kaidah yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian. Selain itu, dijelaskan juga jenis, sumber data, 

subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisa data. 

Metode penelitian merupakan sebuah pengetahuan yang dapat dipelajari 

dari buku-buku dan memberikan pembelajaran bagi yang mempelajarinya. Akan 

tetapi dengan bekal pengetahuan saja tidak bisa menjadi jaminan untuk 

melangkah kepada suatu kegiatan penelitian. Maka dari itu harus ada keahlian 

penguasaan praktek yang lebih ditentukan oleh pengalaman dalam penelitian dan 

latihan-latihan dalam menggunakan metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian.47 

A. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam 

penulisan ini adalah penelitian kepustakaan (libraryi research)i yaitui 

metodei penelitiani yangi dilakukani dengani carai mengadakani studii 

terhadapi literatur-literatur yangi berkaitani dengani pokoki permasalahani 

yangi dibahasi secarai deskriptif  dengan cara di analisis. Dalam penelitian ini 

                                                           
47 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), hlm. 38.   
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penulis melakukan studi terhadap putusan Pengadilan Agama Temanggung  

Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg. 

 

B. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis 

normative, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama 

dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. 

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yaitu dengan 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain 

yang berhubungan dengan penelitian., yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahuni 

1974i tentangi Perkawinan,i Kompilasii Hukumi Islam, serta HIR. 

Sedangkan pendekatan normatif yakni pendekatan yang memandang 

agama dari segi ajarannya yang pokok, dalam hal ini al-Qur’an, al-Hadits dan 

kaidah fikih serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan masalah 

perceraian dan ruang lingkupnya. Digunakannya pendekatan ini bertujuan 

agar penulis bisa lebih mengidentifikasi dan meneliti hasil dari pertimbangan 

hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dan gugatan 

rekonvensi istri dalam putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg.  

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumberi datai primeri adalahi sumberi utamai yangi dapati 

memberikani informasii langsungi kepadai penelitii tentangi data-datai 
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pokoki yangi dibutuhkani dalami penelitian.48 Sumberi datai primeri 

dalami penelitiani inii adalah hasil Putusan Pengadilan Agama 

Teamanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. Yang kemudian 

putusan ini diperoleh melalui naskah elektronik Putusan Pengadilan 

Agama Temanggung, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, HIR serta Kompilasi Hukum Islam. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak 

lain, yang peneliti tidak dapatkan langsung dari subjek penelitiannya. Data 

sekunder yang diperoleh penulis berasal dari pustaka sebagai bahan atau 

literatur yang sesuai dengan pokok yang akan dibahas dilakukan dengan 

cara membaca, menelaah, dan mencatat, kemudian data tersebut disaring 

dan disajikan dalam bentuk kerangka teori. Sumber data ini dapat 

dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan dan mencatat sebagai 

literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok pembahasan kemudian 

disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis.49 Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, 

skripsi, atau data serta catatan lain yang mendukung serta berkaitan 

dengan penelitian. 

 

 

                                                           
48 Agusi Sunaryo,i dkk,i Pedomani Penulisani Skripsi,i (Purwokerto:i IAINiPurwokerto,I 

2019),i hlm.i 10 
49 Johnny Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative, (Malang: 

Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam upaya mengumpulkan ata sebagai langkah awal dalam 

penelitian ini supaya mendapat data-data yang akurat, maka peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, 

dokumentasi, yakni dokumen yang berarti suatu sumber yang tertulis. Di 

dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki sumber 

tertulis, seperti buku-buku, peraturan-peraturan undang-undang jurnal dan 

sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.  

Metodei dokumentasii dilakukani dengani carai memperolehi datai 

denganimemintai salinani putusani kei Pengadilani Agamai Temanggung 

kemudiani menelusurii dani mempelajarii berkas-berkasi berupai salinani 

tersebut mengenaii cerai talak serta gugatan rekonvensi istri yang 

merupakan  datai awali yangi menjadii datai pokoki kepenulisani ini. 

2. Kajian Kepustakaan 

Kajian kepustakaan yaitu penelitianiyangidilakukani 

denganimendalami, mencermati,I menelaahi dani mengidentifikasii 

pengetahuan yangi adai dalami pustaka,i sumberi bacaan,i bukui refrensii 

ataui hasili penelitiani yangi dianggapi relevani dengani penelitiani ini. 

Dalam menjawab suatu masalah tentu dibutuhkan referensi yang kredibel 
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serta memuat  teori secara menyeluruh sehingga penelitian dapat berjalan 

sitematis. 

 

E. Metode Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai 

sumber serta dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam 

juga. Menurut Sugiyono terdapat tiga model interaktif dalam analisis data, 

yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan yakni sebagai 

berikut50: 

1. Reduksi Data  

Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 

penting atau pokok, mencari tema utama dan pola, serta membuang data 

yang tidak perlu. Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan 

dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh 

karena itu, kalau peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala 

sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru 

itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi 

data. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan, kedalaman dan keluasan wawasan.51 

2. Penyajian Data  

Setelah data direduksi selanjutnya penyajian data. Penyajian data 

dapat berupa tabel, grafik atau sejenisnya. Melalui penyajian data maka 

                                                           
50 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 249. 
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data akan tersusun dalam pola yang rapi, mudah dipahami, serta dapat 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.52 

Penyajian data juga dapat membantu peneliti untuk dapat melihat 

gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Menarik Kesimpulan 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan 

analisis data. Metode analisis yang penulis gunakan adalah metode analisis 

isi (Conten Analisis) merupakan teknik yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang 

dilakukakan secara obyektif dan sistematis.53 Pada prosesi penyajiani datai 

diusahakani mempunyaii bukti-buktii yangi kuati agari padai saati 

melakukani penarikani kesimpulani akani menjadiikesimpulani yangi 

kredibel. Metode ini digunakan penulis dengan melihat isi putusan 

Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg.

                                                           
52 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan,…hlm. 341.   
53 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika, 

2014), hlm. 143.   
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BAB IV 

ANALISIS PERKARA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 

PENGADILAN AGAMA TEMANGUNG DALAM MEMUTUSKAN 

PERKARA NOMOR 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

 

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Temanggung 

1. Struktur Organisasi  

 

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Temanggung 

a. Visi  

Terwujudanya Pengadilan Agama Temangung yang agung 

b. Misi 

1) Memberikan pelayangan hukum yang berkeadilan kepada 

masyarakat pencari keadilan 
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2) Tersedianya informasi Pengadilan yang dapat diakses oleh 

masyarakat 

3) Terwujudanya aparat Pengadilan Agama Temanggung yang 

profesional, efektif, efisien dan akuntabel 

4) Berupaya menciptkan aparatur Pengadilan Agama Temanggung 

yang jujur bersih dan berwibawa 

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Temanggung 

a. Tugas Pokok 

Tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya dan 

Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di  bidang 

Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, 

dan Ekonomi Syari’ah. 

b. Fungsi  

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama 

Temanggung mempunyai fungsi sebagai berikut54 : 

1) Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, 

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi 

                                                           
54 Tim IT PA Temanggug , Tugas Pokok dan Fungsi, https://pa-temanggung.go.id/tentang-

pengadian/profile-pengadilan/tupoksi, diakses pada Minggu, 09 Mei 2023 pukul 19.40 WIB. 

 
 

 

https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tupoksi
https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/tupoksi
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kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 

49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) 

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan 

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah 

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi 

Peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, 

kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-

undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006) 

3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas 

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, 

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah 

jajarannya agar Peradilan diselenggarakan dengan seksama dan 

sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 

No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum 

kesekretarIBtan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor 

KMA/080/VIII/2006) 

4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat 

tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah 

hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-

undang Nomor No. 3 Tahun 2006) 

5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi 

Peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum 
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(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide: KMA 

Nomor KMA/080/ VIII/2006) 

6) Fungsi Lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti 

Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) serta melaksanakan 

pelayangan penyuluhan hukum, pelayangan riset/penelitian dan 

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi 

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi 

Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan 

Informasi di Pengadilan. 

4. Wilayah Hukum 

Pengadilan Agama Temanggung memiliki 20 (Dua Puluh) 

Kecamatan yang masuk dalam wilayah hukumnya, yairtu sebagai 

berikut55: 

a. Kecamatan Bansari 

b. Kecamatan Bejen 

c. Kecamatan Bulu 

d. Kecamatan Candiroto 

e. Kecamatan Gemawang 

f. Kecamatan Jumo 

                                                           
55 Tim IT PA Temanggung, Wilayah Yurisdiksi, https://pa-temanggung.go.id/tentang-

pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi, diakses pada 09 April 2023 pukul 21.15 WIB. 

 

https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi
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g. Kecamatan Kaloran 

h. Kecamatan Kandangan 

i. Kecamatan Kedu 

j. Kecamatan Kledung 

k. Kecamatan Kranggan 

l. Kecamatan Ngadirejo 

m. Kecamatan Parakan 

n. Kecamatan Pringsurat 

o. Kecamatan Selopampang 

p. Kecamatan Temanggung 

q. Kecamatan Tembarak 

r. Kecamatan Tlogomulyo 

s. Kecamatan Tretep 

t. Kecamatan Wonoboyo 

Dari 20 kecamatan tesebut juga terdapat 23 kelurahan dan 266 desa 

di wilayah Kabupaten Temanggung. 

B. Deskripsi Tentang Perkara Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi 

Istri di Pengadilan Agama Temanggung Perkara Nomor 

1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

1. Permohonan Cerai Talak Perkara Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

Pengadilan Agama Temanggung yang memeriksa dan 

mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis 

hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : 
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Dahman bin Darto, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 0S 

Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah 

Dasar, tempat kediaman di Dusun Tanggulanom Rt 004, Rw. 001, 

Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten 

Temanggung, sebagai pemohon 

Melawan 

Pujiyati binti Sudiyono, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 

18 November 1989, agama islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, 

pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di rumah kakak kandung 

Termohon yang bemama Dahyo di Dusun Tanggulanom Rt. 002, Rw. 

001, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten 

Temanggung, sebagai termohon.  

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 

Desember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama 

Temanggung dengan register perkara Nomor: 

1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg, tanggal 9 Desember 2019, mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut56 : 

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada 

tanggal 12 Januari 2018 di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung 

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/012//2018 

                                                           
56 Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. 
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tertanggal 12 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung; 

b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup 

bersama sebagai berikut : 

1) Setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon 

di Dusun Tanggulanom Rt 004 Rw 001, Desa Tanggulanom, 

Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung kurang 

lebih selama 1 (satu) tahun; 

2) Namun sejak bulan Januari 2019 Pemohon dan Termohon 

hidup berpisah sampai saat ini kurang lebih selama 11 (sebelas) 

bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke 

rumah kakak kandung Termohon yang bernama Dahyo di 

Dusun Tanggulanom Rt 002 Rw 001, Desa Tanggulanom, 

Kecamatan Setopampang, Kabupaten Temanggung; 

c. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Pemohon dan Termohon 

telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan 

sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad 

Lutfi Maulana umur 11 (sebelas) bulan saat ini ikut dengan 

Termohon; 

d. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Pemohon 

dan Termohon dalam keadaan baik dan harmonis, namun sejak 

bulan Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai 

goyah karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena 
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Tergugat tidak bersedia tinggal bersama di rumah orang tua 

Pemohon, sementara Pemohon harus merawat orang tua Pemohon 

sehingga terjadi pertengkaran; 

e. Bahwa sebagai akibat pertengkaran sejak bulan Januari 2019, 

Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah kakak 

kandung Termohon yang bernama Dahyo di Dusun Tanggulanom 

Rt 002 Rw 001, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, 

Kabupaten Temanggung dan hidup berpisah sampai saat ini kurang 

lebih selama 11 (sebelas bulan); 

f. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon 

yang sedemikian rupa, dengan pertengkaran yang terjadi antara 

Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon merasa sangat 

tersiksa baik lahir maupun bathin dan Pemohon sudah tidak 

sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, 

sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama 

Purbalingga dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf f 

PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 

tentang Perkwinan. 

g. Bahwa oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim 

Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan perkawinan antara 

Pemohon dan Termohon putus karena perceraian. 
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Purbalingga memanggil para pihak, 

memeriksanya dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

a. Menerima dan megabulkan permohonan Pemohon; 

b. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak 

terhadap Termohon di hadapanMajelis Hakim Pengadilan Agama 

Temanggung; 

c. Menetapkan besarnya biaya perkara ini menurut hukum; 

2. Gugatan Rekonvensi Istri Pada Perkara Nomor : 

1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg 

Bahwa atas permohonana Pemohon tersebut, Termohon telah 

mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut57 : 

a. Bahwa posita huruf a, b, dan c adalah benar; 

b. Bahwa posita huruf d, benar pada Juli 2018 terjadi pertengkaran, 

namun sebenarnya Termohon bertengkar dengan adik Pemohon yang 

bernama Priyanti, karena adik Pemohon tersebut selalu mencampuri 

urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan apapun yang 

dilakukan Termohon selalu disalahkan oleh adik Pemohon; 

c. Bahwa posita huruf e, adalah benar, sejak Jauari 2019 Termohon pergi 

meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah kakak kandung 

Termohon, karena Termohon diusir oleh adik Pemohon yang bemama 

                                                           
57 Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. 
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Priyanti, sedangkan Pemohon tidak pernah menjemput dan tidak 

pernah mengirim nafkah. 

Bahwa Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun 

jika Pemohon tetap akan menceraikan, Termohon menuntut :  

- Nafkah lampau sejak Januari 2019 sampai januari 2020 selama 12 

bulan, setiap bulan Rp. 500.000,( lima ratus ribu rupiah ) X 12 bulan - 

Rp. 6.000.000,(enam juta rupiah ); 

- Nafkah Iddah sejumlah Rp. 500.000,( lima ratus ribu rupiah ) X 3 

bulan - Rp. 1.500.000,( satu uta lima ratus ribu rupiah ); 

- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,( satu juta rupiah ); 

- Hak asuh anak yang bernama Muhammad Lutfi bin Dahman, lahir 5 

Desember 2018, berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu 

kandungnya; 

- Nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,( lima ratus ribu rupiah ) setiap 

bulan; 

Bahwa terhadap jawaban dan dan Tuntutan Termohon tersebut, 

Pemohon telah mengajukan Replik dan jawaban Rekonvensi secara lisan 

yang pada pokoknya sebagai berikut : 

- Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 4, adalah benar 

Termohon juga sering bertengkar dengan adik Pemohon yang bernama 

Priyanti; 

- Bahwa terhadap jawaban Termohon posita angka 5, Termohon pergi 

karena diusir oleh adik Pemohon, namun pada saat Termohon pergi, 
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Pemohon tidak berada dirumah dan Termohon pergi tidak ijin dengan 

Pemohon; 

Bahwa Terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon telah 

mengajukan jawaban rekonvensi sebagai berikut :  

- Bahwa terhadap tuntutan Termohon berupa nafkah lampau, Iddah dan 

mut'ah, Pemohon keberatan terhadap tuntutan tersebut; 

- Bahwa mengenai Hak asuh anak yang benama Muhammad Lutfi 

Maulana bin Dahman, lahir tanggal 5 Desember 2019, Pemohon tidak 

keberatan anak dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya:  

- Bahwa terhadap tuntuan untuk nafkah anak, Pemohon hanya sanggup 

sejumlah Rp. 100.000,( seratus ribu rupiah ) setiap bulan. 

3. Proses Penyelesaian Perkara 

Bahwa paa hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan 

Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Selain itu, Ketua 

Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh 

upaya mdiasi, namun sesuai dengan laporan mediator (Drs.Ashufat), 

tanggal 17 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil. Adapun para 

hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Temanggung untuk 

proses perkara perceraian tersebut diantaranya58:  

a. Hakim Ketua : Drs. Baridun, S.H. 

b. Hakim Anggota I : Drs. Sunaryo, M.Si. 

c. Hakim Anggota II : Drs. Ashufat 

d. Panitera Pengganti : Muh. Amin, S.H.  

                                                           
58 Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. 
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Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik 

dipersidangan maupun melalui proses mediasi oleh mediator Drs.Ashufat. 

 Namun sesuai dengan laporan mediator pada tanggal 17 Desember 

2019, ternyata mediasi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat 

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. 

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan 

jawaban secara lisan beserta dengan gugatan rekonvensi Termohon. 

Selanjutnya Pemohon mengajukan jawaban rekonvensi dimana Pemohon 

keberatan dengan tuntutan Termohon berupa nafkah lampau, iddah, 

mut’ah. Bahwa, terhadap replik Pemohon serta jawaban rekonvensi 

Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik dan Replik 

rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-

dalil jawaban Termohon tersebut serta Termohon juga tetap pada 

tuntutannya. 

 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon 

telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :  

a. Surat 

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323152301760001, 

tanggal 23-05-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, yang 

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata 

sesuai (Bukti P.1): 
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2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung, Nomor : 

012/12/1/2018, tanggal 12 Januari 2018. bukti surat tersebut telahdi 

periksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) 

b. Saksi 

1) Aryangto bin Darto umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, 

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT. 04, 

RW. 01, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten 

Temanggung, dengan dibawah sumpah, saksi telah memberikan 

keterangan hal-hal yang  pada pokoknya sebagai berikut :  

a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang 

menikah pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) 

orang anak, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di 

rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan 

Selopampang 

b) kemudian sejak pertengahan tahun 2018 antara Pemohon 

dengan Termohon mulai tidak rukun lagi karena Termohon 

sering bertengkar dengan adik Pemohon yang bernama Priyanti 

c) Bahwa Termohon mulai pisah rumah dengan Pemohon sejak 

bulan Januari 2019, dan saksi tidak mengetahui pernyebab dan 

permasalahanya namun tiba-tiba Termohon telah pergi dengan 

meninggalkan Pemohon. 
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2) Sepiyati binti Darto 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT. 04, 

RW. 01, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten 

Temanggung, dengan dibawah sumpah, saksi telah memberikan 

keterangan hal-hal yang  pada pokoknya sebagai berikut : 

a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang 

menikah pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) 

orang anak, dan setelah menikah mereka tinggal bersama di 

rumah orang tua Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan 

Selopampang 

b) Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, 

kemudian setelah 40 hari setelah menikah sering terjadi 

perelisihan dan Termohon minta diseraikan oleh Pemohon 

c) Bahwa Termohon pergi dari tempat tinggal bersama sendiri, 

tidak ada yang mengusir 

d) Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani, dan yang sasksi 

ketahui upahnya sehari Rp. 25.000,- (dua puuh lima ribu 

rupiah) 

e) Pemohon pernah menjemput Termohon tapi tidak berhasil, 

selain itu kelurga juga pernah mendamaikan tetapi tidak 

berhasil juga. 

Bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, 

Termohon menanggapi sebagai berikut :  
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a) Termohon keberatan keterangan saksi yang menyatakan bahwa 

perginya Termohon tidak ada yang mengusir, namun perginya 

Termohon karena diusir oleh adik Pemohon yang bemama 

Priyanti 

b) Termohon pergi dari tempat tinggal bersama, juga diusir oleh 

saksi kedua Pemohon, 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga 

mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah : 

1) Dahyo bin Sudiyono, Dahyo Bin Sudiyono, umur 41 tahun, agama 

Isiam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 

Jlamprang RT. 02, RW. 01, Desa Tanggulanom, Kecamatan 

Selopampang, Kabupaten Temanggung, dengan dibawah sumpah, 

saksi telah memberikan keterangan hal-hal yang  pada pokoknya 

sebagai berikut : 

a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang menikah 

pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, 

dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua 

Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang 

b) Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon betengkar, 

tetapi Termohon bercerita bahwa keluarga Pemohon selalu ikut 

campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sehingga sering terjadi pertengkaran 
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c) Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon menafkahi Termohon 

atau tidak, saksi juga tidak mengetahui penghasilan Pemohon. 

2) Jurri bin Sudiyono, umur 43 tahun, agama Isiam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Jlamprang RT. 05, RW. 

01, Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten 

Temanggung, dengan dibawah sumpah, saksi telah memberikan 

keterangan hal-hal yang  pada pokoknya sebagai berikut : 

a) Bahwa Pemohon dan Termohon memang suami istri yang menikah 

pada bulan Januari 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, 

dan setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua 

Pemohon di Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang 

b) Bahwa sejak Januari 2019 antara Pemohon dan Termohon pisah 

rumah 

c) Pemohon pernah menengok anaknya setelah pisah rumah 

d) Keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan termohontapi 

tidak berhasil. 

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 

1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

Aspek yuridis merupakan perkara utama berdasarkan undang-

undang yang berkaitan. Hakim sebagai pemohon undang-undang mesti 

memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang 

berkaitan dengan perkara yang berkenaan. Hakim mesti 

mempertimbangkan sama ada undang-undang itu adil, mempunyai faedah, 
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atau memberikan kepastian undang-undang.59 Dii laini sisi,i Hakimi jugai 

harusi memahamii undang-undangi sebagaii suatui sistemi dii manai 

antarai satui peraturani perundang-undangani tidaki bertentangani dengani 

yangi lainnya.60 

Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat 

dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. 

Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum 

bertujuan untuk mencapai keadilan. Secara normatif dalam memeriksa dan 

mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang 

mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan. 

Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan 

untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan 

merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu 

putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam 

mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor 

penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu, tidak 

heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan 

putusan hakim.61 

 

                                                           
59 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 126. 
60 Sukdikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 

2007) hlm. 37. 
61 Hariyanto Hariyanto, “Praktik Courtroom Television dalam Membentuk Opini Publik 

dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, JPA (Jurnal Penelitian Agama), Vol. 17, No. 1, 

2016, hlm. 138. 
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1. Terhadap Konvensi 

Upaya perdamaian telah dilakukan baik dalam persidangan 

maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah 

terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo 

Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan 

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan 

Mengingat perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara 

diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai 

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.  

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai talak 

didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka 

Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau 

orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi 

maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan 
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kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia. 

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (nofoir 

feiten) bahwa pertengkaran antara suami-istri dalam rumah tangga 

adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan 

suami-istri yang tidak pemah bertengkar dalam mengarungi bahtera 

rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-istri dapat 

menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan 

oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada 

pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus" 

dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini 

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi 

Hukum Islam. 

Berdasakan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum 

pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada 

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’I ,dimana selama 

Termohon masih dalam masa iddah maka Pemohon mempunyai hak 

untuk rujuk dengan Termohon. 

Selain pertimbangan-pertimbangan diatas, alasan majelis hakim 

mengabulkan permohonan talak yang diajukan oleh suami adalah 

karena dalam proses persidangan majelis hakim sudah melaksanakan 

tugas sebagaimana mestinya dan tidak menyalahi hukum dan hukum 
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acaranya. Dalam pelaksanaannya majelis hakim menerapkan juga asas 

Audi Et Alteram Partem yaitu hakim mendengar kedua belah pihak 

yang berperkara di persidangan. 

Pada dasarnya setiap badan Peradilan mempunyai asas-asas 

yang telah dirumuskan untuk mengemban tugasnya karena dengan 

tugas tersebut dapat dikatakan sebagai sifat dan karakter yang melekat 

pada keseluruhan rumusan dalam pasal-pasal dan undang-undang. 

Dengan begitu, setiap pasal dalam undang-undang tidak boleh 

bertentangan dengan asas-asas yang menjadi karakternya.62 Dalam 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama 

terdapat 7 asas sebagai berikut63 : 

a. Asas personalita keislaman 

Asas personalita keislaman dimana yang dapat tunduk 

dalam kekuasaan lingkungan Peradilan Agama yakni hanya 

mereka yang mengakui pemeluk agama Islam. Penganut Selain 

agama Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa 

tunduk kepada lingkungan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, 

ketundukan personalita muslim kepada lingkungan Peradilan 

Agama tidak merupakan tundukan yang bersifat umum, yang 

meliputi semua bidang perdata.64 

 

                                                           
62 A. Rahmad Rosyadi, M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif 

Tata Hukum Islam, (Bogor : Galai Indonesia, 2006), 147. 
63 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 

2005), 59-74. 
64 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia,.. hlm. 60. 
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b. Asas kebebasan  

Asas ini merupakan yang paling sentral dalam kehidupan 

Peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna 

penegakan hokum. Dalam hal ini agar hokum dapat ditegakan 

berdasarkan pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah 

kebebasan yang membabi buta. Akan tetapi terbatas dan relative, 

diantaranya: bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain, 

bebas dari paksaan kebebasan melaksanakan wewenang judical 

(Peradilan). 

c. Asas wajib mendamaikan 

Asas mendamaikan dalam Peradilan Agama sejalan dengan 

konsep Islam yang dinamakan Ishlah. Untuk itu sudah seharusnya 

para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi 

mendamaikan kedua belah pihak lewat mediasi karena 

bagaimanapun seaduil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih 

adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian. Namun apabila 

jalan ini tidak berhasil maka majelis hakim bisa melanjutkan pada 

tahap selanjutnya. 

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan 

Sebuah Peradilan apalagi Peradilan Agama yang menjadi 

harapan masyarakat muslim untuk mencari keadilan, dengan 

adanya asas ini akan selalu dikehendaki oleh masyarakat. 
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Penyelesain perkara dalam peradilan yang cepat, tepat, adil, dan 

biaya ringan tidak berbelit belit yang menyebabkan proses sampai 

bertahun-tahun. Biaya ringan artinya biaya yang sederhana dan 

tidak memberatkan masyarakat. 

e. Asas terbuka untuk umum 

Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap 

pemeriksaan berlangsung disidang Pengadilan, siapa saja yang 

ingin berkunjung, menghadiri, menyaksikan, dan mendengarkan 

jalanya persidangana tidak boleh dihalangi dan dilarang, maka 

untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim 

melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan 

mengumumkan ”persidangan terbuka untuk umum”. Kecuali 

dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena 

pertimbanganya yakni kepentingan kerahasiaan aib rumah tangga 

dan pribadi antara suami istri. 

f. Asas legalitas dan persamaan 

Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan 

rule of law yakni Pengadilan mengadili menurut ketentuan-

ketentuan hukum karena hakim berfungsi dan berwenang 

menggerakkan roda jalannya peradilan melalui badan Pengadilan, 

semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi 

dan kewenangan peradilan, meski menurut hukum, hakim dilarang 

menjatuhkan putusan dengan sesuka atau dengan selera hakim itu 
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sendiri yang bertentangan dengan hukum. Sedangkan makna 

Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan 

dalam persidangan sama hak dan kedudukanya tidak memandang 

jabatan, saudara, maupun kawan, semuanya sama dihadapan 

Pengadilan. 

g. Asas aktif memberikan bantuan 

Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan 

secara aktif dilihat dari tujuan serta memberi diarahkan untuk 

mewujudkan praktek peradilan yang sederhana, cepat dan biaya 

ringan. Ada berberapa masalah formal yang tercakup kedalam 

objek fungsi memberi bantuan dan nasihat yaitu: 

1) Membuat gugatan bagi yang buta huruf  

2) Memberi pengarahan tata cara izin “prodeo” 

3) Menyarankan penyempurnaan surat kuasa  

4) Menganjurkan perbaikan surat gugatan  

5) Memberi penjelasan alat bukti yang sah  

6) Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban 

7) Memberi bantuan memanggil saksi secara resmi  

8) Memberi bantuan upaya hukum  

9) Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi 

10) Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian 
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2. Terhadap Rekonvensi  

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi dimaksud diajukan 

bersama-sama dengan jawaban, maka berdasarkan pasal 132a ayat (2) 

HIR, dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan. Rekonvensi 

ini meliputi nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah mut’ah, hak asuh 

anak serta nafkah untuk anak. 

Berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

disebutkan bahwa perolehan hak (nafkah iddah) bagi bekas istri 

dipersyaratkan adanya sikap tamkin secara sempurna, serta 

berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 

disebutkan bahwa perolehan hak mut’ah bagi bekas istri yakni apabila 

perceraian atas kehendak suami. Berdasarkan bukti-bukti dan 

keterangan saksi, Majelis berpendapat tidak terdapat alasan yang 

cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan 

tindakan nusyuz sehingga tuntutan perihal nafkah mut’ah dan nafkah 

iddah dapat dinyatakan sesuai dengan ketetntuan hukum dan akan 

dipertimbangkan lebih lanjut. 

Selain yang tersebut diatas, gugatan rekovensi dapat dinyatakan 

sah yakni apabila memenuhi syarat formil dan materil. HIR tidak 

secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, 

namun supaya gugatan tersebut dianggap ada dan sah maka gugatan 

rekonvensi harus dirumuskan secara jelas. Tujuanya agar pihak lawan 
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dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonvensi 

yang diajukan tergugata kepada dirinya.  

Gugatan rekonvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih 

baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk 

pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu 

diperhatikan adalah gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil 

gugatan yaitu: 

a. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat 

rekonvensi 

b. merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, 

berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa 

(fijteljkegrond) yang melandasi gugatan 

c. menyebut dengan rinci petitum gugatan 

Apabila unsur-unsur di atas tidak terpenuhi, gugatan rekonvensi 

dianggap tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat 

diterima. Agar gugatan rekonvensi memenuhi syarat formil, dalam 

gugatan harus disebutkan dengan jelas subjek atau orang yang ditarik 

sebagai tergugat rekonvensi. Subjek yang dapat ditarik sebagai 

tergugat rekonvensi adalah penggugat konvensi (suami). Gugatan 

rekonvensi merupakan hak yang diberikan kepada tergugat untuk 

melawan gugatan konvensi, maka pihak yang dapat ditarik sebagai 

tergugat hanya penggugat konvensi. 
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis memutuskan 

tekait gugatan rekonvensi yakni sebagai berikut : 

a. Nafkah Lampau 

Perkawinan diandang sebagai suatu perjanjian sehingga 

akibat hukumnya adalah lahirnya hak dan kewajiban yang harus 

dilaksanakan dengan baik oleh suami maupun istri. Karena istri 

tidak terbukti nusyuz maka Majelis mengabulkan gugatan 

Penggugat rekonvensi sebagian, dan menghukum Tergugat 

Rekonvensi untuk membaya nafkah lampau yakni sejak Januari 

2018 sampai dengan perkara ini diputuskan, yaitu selama 12 bulan 

sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 

bulannya x 12 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 

diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi. 

b. Nafkah Iddah 

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban 

bekas suami kepada bekas istri apabila terjadi cerai talak, karena 

selama 3 bulan masa iddah tersebut bekas istri tidak boleh 

menerima pinangan dari laki-laki lain, dan bekas suami masih bisa 

rujuk kepada bekas istrinya tersebut, kecuali bekas istri telah 

dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, 

sebagai mana ketentuan Pasal 149 huruf b:  

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib 

dibayarkan oleh Pemohon'/Tergugat Rekonvensi kepada 
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Termohon/Penggugat Rekonvensi haruslah dipertimbangkan sesuai 

dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan 

dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi:  

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti 

Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh, dan 

sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah 

apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada 

Termohon ditetapkan sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh 

ribu rupiah ) x 3 bulan - Rp. 750.000,( tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah). 

c. Nafkah Mut’ah 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan 

Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban 

suami kepada istri apabila terjadi talak salah satunya adalah 

memberikan mut'ah, sebagai cidera-mata mantan suami terhadap 

mantan istri yang ditalak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu 

untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi 

untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi. 

Makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara 

lain sebagai konpensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya 

sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang 

tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang 
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bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam 

itu tidak terelakkan lagi bagi istri yang diceraikan 

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang 

dipandang mampu dan mempunyai penghasilan sebagai buruh dan 

berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak Januari 2018), 

maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus 

dibayarkan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi kepada 

Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- 

(lima ratus ribu rupiah). 

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 

Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno 

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan 

bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian 

maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan 

dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan 

ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada 

Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum 

pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa Nafkah lampau, 

mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar 

putusan.65 

 

                                                           
65 Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. 
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d. Hak Asuh Anak 

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a 

Kompilasi Hukum Islam, “pemeliharaan anak yang belum 

mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah milik ibunya”, 

maka nak yang bernama Muhammad Lutfi Maulana bin Dahman, 

lahir tanggal 5 Desember 2018, diberikan hk asuhnya kepada 

Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dan Tergugat 

Rekonvensi selaku ayah kandungnya tidak keberatan anak diasuh 

oleh Penggugat Rekonvensi asalkan Tergugat Rekonvensi selaku 

ayah kandung bisa bertemu dengan anak tersebut. 

Meskipun telah terjadi perceraian di antara ayah kandung 

dan ibu kandung si anak, tidak berarti anak tersebut putus 

hubungan dengan salah satu dari orang tuanya tersebut, bahkan 

hubungan anak dengan orang tua adalah kekal abadi dan sepanjang 

masa-sampai kapanpun. Dengan demikian, hak-hak dan kewajiban 

orang tua terhadap anak, pun-sebaliknya hak-hak dan kewajiban 

anak kepada orang tuanya tidak dapat diputuskan meskipun kedua 

orang tuanya telah bercerai. 

Selain itu, demi kepentingan anak Penggugat Rekonvensi 

sebagai pemegang hak hadhonah diperintahkan untuk memberikan 

akses yang seluas luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai 

ayahnya untuk memberikan kasih sayangnya terhadap anak 

tersebut sehingga anak tidak kehilangan hak haknya seperti hak 
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mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri. (pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2002). 

Kemudian berdasarkan Pasal 156 KHI disebutkan bahwa 

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah66 : 

a. Anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak 

mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal 

dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita 

dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam 

garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang 

bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis 

samping dari ibu. 

b. Adapun untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) 

berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau 

ibunya.  

c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat 

menjaminkeselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya 

nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan 

kerabat yang bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak 

hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah 

pula. 

d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan 

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai 

                                                           
66 Pasal 156, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 
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anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 

tahun). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan 

nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya 

berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d); 

e. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya 

menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan 

anak-anak yang tidak turut padanya. 

e. Nafkah Anak 

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 158 

huruf b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban ayah kepada 

anak setelah bercerai dengan ibunya adalah “bahwa bekas suami 

harus menangung pula sebagian dari nafkah anak meskipun anak-

anak tersebut tidak ikut bersamanya”, maka Majelis Hakim harus 

pula menentukan besaran nafkah anak tersebut. Mengingat setiap 

anak memiliki hak untuk hidup layak, serta pendidikan yang 

mencukupi untuk masa depannya sesuai kepantasan dan kelayakan 

serta sesuai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi 

sebagai buruh harian maka Tergugat Rekonvensi  dibebani untuk 

membayar melalui Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 1 (satu) 

orang anak yang bernama Muhammad Lutfi Maulana bin Dahman, 

lahir tanggal 5 Desember 2018, minimal sejumlah Rp. 300.000,- 

(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut berumur 

21 tahun atau menikah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. 
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Selain itu, mengingat bahwa nilai uang setiap tahun akan 

mengalami perubahan/penyusutan (inflasi) dan kebutuhan anak 

setiap tahun mengalami peningkatan, oleh karena itu besarnya 

beban yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim terhadap Tergugat 

Rekonvensi/Pemohon konvensi setiap tahunnya harus ditambah 

10%. 

D. Analisis Hukum Islam Dalam Perkara Cerai Talak dan Gugatan 

Rekonvensi Istri Nomor 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

1. Pada Konvensi 

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya yakni untuk 

membangun sebuah keluarga yang harmonis serta membentuk kelurga 

yang sakinah, mawaddah, warohmah.67 Namun pada kenyataanya, 

banyak perceraian yang terjadi di masyarakat tanpa 

mempertimbangkan dampak dari perceraian tersebut. Bahkan tidak 

sedikit pula perceraian yang berakibat pada adanya konflik antar 

keluarga secara berkelanjutan.  

آ ءَ  لُّ لكَُُْ ٱَن تأَخُْذُوا۟ مِمَّ نٍ ۗ وَلََ يََِ حْسَ َٰ
ِ
يحٌۢ بِِ مْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ ٱَوْ تسَِْْ

ِ
تََنِ ۖ فاَ قُ مَرَّ لَ َٰ لطَّ

 
ََ ٱ ُُمُوهُنَّ  ٓ ٱَناتَْْ لََّ

ِ
ئًْْا ا ا  

  ِ للَّّ
 
افآَ ٱَلََّ يقُِيماَ حُدُودَ ٱ يَََ  

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 

dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir 

tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. 

                                                           
67 Nazar Akry, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1993), hlm. 76. 
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Cerai atau talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu 

perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski diperbolehkan, di sisi 

lain talak atau cerai merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Terkait 

dengan sisi legalitas dan kebencian Allah terhadap praktek dapat 

terlihat dalam hadis berikut : 

 عن ابن عمر رضي االله عنهما  قال ؛ قال رسول اللله صلى الله عليه وسلم ؛ اَبغَْضُ الحلََالِ اِلََ الله

لَاق ُ   رواه ابو داود وابن ماجه و صححه الحكيمالطَّ   

Bersumber dari Ibnu Umar r.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. 

Bersabda: “Perbuatan halal yang pahng dimuka oleh Allah 1alah 

menjatuhkan talak.”(HR Abu Daud dan Ibnu Majah, Al-Hakim 

menilai hadis ini shahih) 

Hadits ini menjadi dalil bahwa diantara jalan halal itu ada yang 

dimurkai oleh Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan 

yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah 

perbuatan menjatuhkan talak. Maka menjatuhkan talak itu sama sekali 

tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan 

ibadah. Hadits ini juga menjadi dalil bahwa suami wajib selalu 

menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk 

menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika 

terpaksa, tidak ada jalan lain untuk menghindarinya, dan talak itulah 

salah satunya jalan terciptanya kemaslahatan.68 

Tujuan pernikahan sebenarnya juga tercantum dalam Al Qur’an 

surat Ar rum ayat 21 yang berbunyi : 

                                                           
68 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 

212-213. 
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ة  وَرَحَْ  ليَْْاَ وَجَعَلَ بَْنْكَُُْ مَوَدَّ
ِ
ا لِتسَْكُنوُا ا لَِِ لَيََٓتٍ وَمِنْ ٱيََٓتِهِ ٱَنْ خَلقََ لكَُُْ مِنْ ٱَنفُْسِكُُْ ٱَزْوَاج  نَّ فِِ ذََٰ

ِ
ة  ۚ ا  

لِقَوْمٍ يتَفََكَّرُونَ    

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu 

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 

Saat ini, banyak faktor yang mempengaruhi rusaknya ikatan 

perkawinan sehingga tidak mampu mewujudkan tujuan pernikahan 

yang sebagaimana mestinya, misalnya factor ekonomi, orang ketiga, 

maupun pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga 

berakibat perceraian. Dalam perkara perceraian, tidak perlu dilihat dari 

siapa penyebab pertengkaran, tetapi yang dilihat adalah perkawinan itu 

sendiri apakah masih bisa dipertahankan lagi atau tidak. 

Jika perceraian merupakan jalan keluar terbaik yang bisa ditempuh 

dan lebih kecil mudharatnya daripada membiarkan kedua belah pihak 

antara suami dan istri berada dalam konflik rumah tangga yang terjadi 

terus-menerus maka hal ini lebih baik dilakukan. Kaidah ushuliyah 

yang bisa dihubungkan dengan hal ini adalah : 

 دَرْءُ المفََا سِدِ مُقدََّ م  علََى جَلبِْ المَْصَا لِحِ 

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih 

kemaslahatan.”69 

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila dihadapkan pada waktu 

yang sama pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih 

                                                           
69 Salinan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. 
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kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak 

kemafsadatan. Sebab dengan menolak kemafsadatan maka 

kemaslahatan akan didapat. Karena pada dasarnya, tujuan hukum 

Islam adalah meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. 

2. Pada Rekonvensi 

Gugatan rekonvensi istri yang diajukan pada perkara Nomor: 

1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg sudah sesuai dengan aturanya serta tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Oleh kaena itu majelis hakim pun 

mengabulkan sebagian berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

yang sudah disebutkan sebelumnya. 

a. Nafkah lampau atau madhiyah 

Menurut terminologi fikih, para ahli fiqh  mendefinisikan 

nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang 

terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya 

untuk kebutuhan pangan, sandang, papan, termasuk juga kebutuhan 

sekunder seperti perabot rumah tangga. Adapula yang secara 

khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok 

saja, yakni pangan (math'âm), sandang (malbâs), dan papan 

(maskân), bahkan ada yang lebih sempit lagi memaknainya khusus 

pada math'am saja.70 

Nafkah lampau (nafkah maḍiyah) adalah nafkah yang telah 

dilalaikan atau ditinggalkan oleh suami ketika masih dalam rumah 

                                                           
70 Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam, 2012), hlm. 102. 
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tangga.71 Nafkah madhiyah merupakan nafkah terhutang atas istri 

yang tidak dipenuhi oleh suami. Jumhur ulama berpendapat bahwa 

nafkah berubah menjadi hutang semenjak menjadi kewajiban dan 

suami menolak untuk melaksanakannya. Nafkah madhiyah pada 

umumnya merupakan kewajiban seorang suami kepada istri yang 

telah dilalaikan.72 

Kewajiban untuk memberi nafkah merupakan salah satu 

hukum pasti dalam islam, hal ini sebagaimana sdesebutkan dalam 

Surat Al-Baqarah : 233 

.. لََّ وُسْعَهَا 
ِ
لمَْعْرُوفِ ۚ لََ تكَََُّفُ نفَْسٌ ا

 
ۥ رِزْقُهنَُّ وَكِسْوَتُُِنَّ بِأ لمَْوْلوُدِ لََُ

 
وَعلََى ٱ .. 

“Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan 

pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma‟ruf atau 

baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya..” 

Ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban suami untuk 

memberikan nafkah kepada istri dengan cara m’ruf (kebaikan 

sesuai dengan ketentuan agama), tidak berlebihan dan tidak 

kekurangan. Apabila suami tidak menunaikan kewajibannya untuk 

memberi nafkah kepada istrinya maka akan menjadi hutang bagi 

suami dan wajib untuk dilunasi dikemudian hari.  

b. Nafkah iddah dan mut’ah 

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan nafkah 

kepada bekas istri dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam 

                                                           
71 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 

110. 
72 Nuriel Amiriyyah, "Nafkah Madliyah Anak Pasca Perceraian", Jurisdictie: Jurnal 

Hukum dan Syariah, Vol. 6, no.1, 2015, hlm. 3. 
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(KHI) dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, 

namun penjelasan lebih yang lebih rinci diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam. Menurut ketentuan pasal 149 Kompilasi dinyatakan 

bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 

suami wajib :  

1) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa 

uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul 

2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri 

selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak 

bain atau nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil 

Mengenai besarnya mut'ah dijelaskan dalam pasal 160, yaitu: 

bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan 

kemampuan suami. Sedangkan dalam hukum Islam pemberian 

nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status 

suami masih disandangnya, maka kewajiban tersebut tetap 

melekat, bahkan sesudah terjadinya perceraian pun, jika masih 

dalam masa iddah, suami masih berkewajiban memberi nafkah 

(mut'ah) yang wajar menurut kemampuann dan kelayakannya 

kepada istrinya. Perempuan yang ditalak raj'i  tetap diberi nafkah 

pada masa iddah dan berhak mendapatkan tempat tinggal. 

قُوا۟ علَيَِْْنَّ ۚ  وهُنَّ لِتُضَي ِ ن وُجْدِكُُْ وَلََ تضَُارُّٓ   ٱَسْكِنوُهُنَّ مِنْ حَيْْثُ سَكَنتُُ م ِ

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu 

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah 
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kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) 

mereka.." (Q.S At-Talaq : 6) 

Dengan demikian, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia 

sudah mengatur ketentuan nafkah khususnya nafkah yang 

diberikan suami kepada bekas istrinya akibat terjadinya perceraian. 

c. Hak asuh anak dan nafkah anak 

Pada perkara Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg hak asuh 

anak diberikan kepada penggugat rekonvensi (istri). Karena selain 

anak belum mumayyiz, yakni masih balita sehingga anak lebih 

membutuhkan ibu untuk tumbuh kembang dan penggugat 

rekonvensi juga dianggap mampu untuk merawat anaknya. 

Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 105 Kompilasi Hukum 

Islam : 

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum 

berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya 

2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada 

anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai 

pemegang hak pemeliharaannya 

3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. 

Firman Allah mengenai hal ini terdapat pada Q.S Al-Baqarah : 233 

ضَاعةََ ۚ  لرَّ
 
دَهُنَّ حَوْليَِْْ كََمِليَِْْ ۖ لِمَنْ ٱَرَادَ ٱَن يتَُُِّ ٱ َٰتُ يرُْضِعْنَ ٱَوْلَ َٰ لَِ لوََْٰ

 
 وَٱ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua 

tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan 

penyusuan.” 
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 Akan tetapi, pada Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Isalm 

seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya meskipun 

anak belum mumayyiz, pasal tersebut berbunyi : 

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin 

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya 

nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann 

kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang 

mempunyai hak hadhanah pula”73 

 

Pada kesimpulannya, seorang ibu bisa  kehilangan hak 

asuhnya apabila : 

1) Seorang ibu berperilaku buruk 

2) Seorang ibu masuk penjara  

3) Seorang ibu tidak bisa menjmin kesehatan jasmani maupun 

rohani, serta keselamatan anaknya. 

 

                                                           
73 Pasal 156, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan diatas serta untuk menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan : 

1. Pertimbangani hakimi dalami putusani Nomor:i1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg 

adalah bahwa pernikahan yang seharusnya sebagai salah satu jalan 

menyempurnakan agama malah menjadi suatu ikatan yang 

menyakitkan bagi salah satu pihak dan tidak bisa memperbaiki lagi 

rumah tangga, maka dari itu pada permohonan cerai talak pada perkara 

Nomor:i1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg yang mana permohonan tersebut 

dikabulkan oleh Majelis kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak di 

muka Pengadilan kepada Termohon. Talak yang jatuh adalah talak 

raj’i, yakni Pemohon masih bisa rujuk dengan mantan istri apabila 

masih pada masa iddahnya. 

Selain memutus perkara cerai talak, Majelis juga memutus gugatan 

rekonvensi istri yang meliputi nafkah lampau, nafkah mut’ah, nafkah 

iddah, hak asuh anak serta mengenai nafkah anak. Pada hal ini, Majelis 

mnegabulkan gugatan tersebut karena tidak adanya unsur nusyuz istri 

kepada suami.  

2. Hukum Islam pada dasarnya adalah menjadi aturan yang 

memerintahkan, mendorong, dan menganjurkan melakukan perbuatan 

baik dan menjauhi perbuatan buruk. Pada perkara 
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Nomor:i1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg ini dapat disimpulkan bahwa 

hukum islam juga turut serta mendasarinya yakni banyak ayat Al 

Qur’an yang membahas tentang talak,, hadis Nabi SAW yang yang 

memaparkan bahwa talak diperbolehkan namun dibenci Allah. Selain 

itu, kaidah ushuliyah juga terdapat pada putusan perkara ini, yakni 

menegenai tidak diperkenankannya mempertahankan rumah tangga 

yang pada dasarnya jalan perceraian lebih baik diambil karna 

terjadinya pertengkaran secara terus menerus antar suami an istri. 

Selain itu, gugatan rekonvensi istri juga dikabulkan karena 

mempertimbangkan banyak dalil dalam Al-Quran. 

B. Saran 

1. Bagi setiap pasangan suami istri sudah menjadi rahasia umum bahwa 

pernikahan tersebut bisa bertahan untuk selamanya. Akan tetapi tidk 

semua orang paham upaya-upaya guna mencapai hal tersebut. Maka 

seharusnya, baik suami atau istri harus menjaga keutuhan kelurgaa 

dengan membatasi keterlibatan pihak lain dalam urusan rumah 

tangganya. 

2. Seharusnya bagi suami tetap menjalankan kewajibannya disamping 

menjalankan kewajibannya kepada orang tua, karena setelah 

melangsungkan pernikahan kehidupan dan kebahagiaan istri dan anak 

juga merupakan tangggung jawab suami. Maka tanggung jawab 

sebagai suami dan kewajibannya sebagai anak harus berjalan 

beriringan. 
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